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ABSTRAK

Tukar guling tanah seringkali terjadi di kehidupan masyarakat. Perbuatan
hukum tersebut dapat dilakukan perseorangan atau badan hukum yang
pengaturannya melalui hukum tanah nasional dan peraturan-peraturan terkait.
Pembahasan tukar guling tanah skripsi ini pelaksanaanya berdasarkan perjanjian
secara lisan antar perseorangan (persoon). Penulis tertarik membahas penelitian ini
karena perjanjiannya berbentuk lisan dan telah terjadi levering objek. Akan tetapi
salah satu pihak melakukan wanprestasi sehingga timbul sengketa yang
penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Sleman. Permasalahan yang akan diteliti
yakni mengenai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam
memutus perkara Nomor 241/Pdt.G/2016/PN.Smn. sudah sesuai dengan keadilan
apa belum? Dan bagaimana kekuatan hukum perjanjian tukar menukar tanah yang
dilakukan secara lisan?

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganilisis norma hukum dalam
suatu peraturan perundang-undangan secara yuridis normatif dengan bahan hukum
primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis bersamaan
dengan asas atau norma hukum dalam suatu peraturan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Hakim menyatakan perjanjian
tukar guling tanah secara lisan dalam perkara di Pengadilan Sleman adalah sah,
karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Namun, perjanjian tukar
guling secara lisan perlu juga memenuhi syarat pemindahan hak atas tanah
berdasarkan Hukum Agraria berupa syarat materil dan formil. Oleh karena itu,
perjanjian tukar guling tanah lebih baik dilakukan secara tertulis dengan dibuktikan
dengan adanya akta notaril sehingga memudahkan peralihan hak atas tanah. Majelis
Hakim juga menetapkan kewajiban bersama untuk administrasi balik nama dan
pembagian biaya perkara secara rata mencerminkan keadilan komutatif. Akan
tetapi, kewajiban Penggugat untuk mengganti biaya renovasi menunjukkan adanya
unsur ketidakadilan karena para pihak telah mengetahui kondisi objek yang

ditukarkan dan telah sepakat.

Kata Kunci: Tukar Guling, Perjanjian Lisan, Hak Atas Tanah
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ABSTRACT

Land exchange often occurs in people's lives. These legal actions may be
undertaken by individuals or legal entities, governed by national land laws and
associated regulations. The discussion of the exchange of thesis land is carried out
based on an oral agreement between individuals (person). The author is interested
in discussing this research because the agreement is verbal and there has been object
levering. However, one of the parties committed a default so that a dispute arose
that was resolved at the Sleman District Court. The problem to be examined is
whether the judge's legal considerations in deciding the case are in accordance with
justice. And what is the legal force of a land exchange agreement that is carried out

orally?

The approach and methodology of this research is normative juridical with
secondary data in the form of primary and secondary legal materials. The legal
materials are collected and analysed together with legal principles or norms along

with laws and regulations.

The research findings indicate that the Panel of Judges declares that oral
land exchange agreements in cases before the Sleman Court are valid, as they meet
the legal requirements for an agreement. However, oral land exchange agreements
must also fulfill the material and formal requirements for transferring land rights
under Agrarian Law. Therefore, it is preferable to have written land exchange
agreements, supported by notarial deeds, to facilitate the transfer of land rights. The
Panel of Judges also establishes joint obligations for name reversal administration
and the equitable distribution of case costs. However, the Plaintiff's obligation to
cover renovation costs demonstrates an element of injustice, as both parties were

aware of the condition of the exchanged property and had agreed upon it.

Keywords: Swap, Verbal Agreement, Land Rights
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menetapkan penguasaan negara atas
bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, yang kemudian
dijabarkan lebih lanjut dalam UUPA.! Peraturan hukum pertanahan di
Indonesia pernah mengalami dualisme, ketika UUPA belum berlaku yakni
berdasarkan hukum barat dan hukum adat. Hukum barat bersumber dari
Burgerlijk Wetboek (BW) sementara hukum adat bersumber dari hukum
adat itu sendiri. Maka dari itu, UUPA lahir sebagai unifikasi hukum yang
berkaitan dengan masalah pertanahan sehingga menghapuskan pengaturan
pertanahan di dalam BW dan mengakui keberadaan hukum adat.?

Bangsa Indonesia sekarang ini dalam mengartikan dan
memfungsikan tanah bukan lagi menyangkut magis religious tetapi sudah
menjadi sangat penting seperti mencakup aspek ekonomi dan aspek yang
lain. Oleh karena itu, tanah memiliki peran yang sangat vital dan
memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal penguasaannya.

Permasalahan mengenai pertanahan salah satunya adalah tukar
guling tanah. Tukar guling tanah adalah penukaran lahan dengan tanah
lainnya tanpa menambah uang baik orang dengan orang atau pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah. KUHPerdata mengatur tukar guling

U AP. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria (Bandung:
Mandarmaju, 1994), him. 33.
2 Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia (Bandung: Tarsito, 1996), him. 13.



dalam Pasal 1541 yang dikenal dengan istilah ruilslag, yakni suatu
persetujuan kedua belah pihak melakukan pertukaran barang dengan
memberikan satu barang sebagai imbalan untuk barang lainnya.’

Tukar guling tanah secara subtansi merupakan bagian dalam
perikatan yang muncul dari perjanjian sehingga wajib memenuhi Pasal 1320
KUHPer yakni syarat perjanjian.* Perjanjian tukar menukar termasuk suatu
perjanjian konsensuil sehingga perjanjian tersebut mengikat ketika sepakat
mengenai objek tanah dalam perjanjian tukar menukar. Selain itu, tukar
guling masuk perjanjian “obligatoir” yang mana belum terjadi perpindahan
hak milik tetapi sekedar ada hak dan kewajiban. Perjanjian tukar menukar
memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan perjanjian jual beli,
yakni para pihak berkewajiban menyerahkan barang yang telah
diperjanjikan. Sementara itu, perjanjian jual beli pihak lain menyerahkan
uang dan yang lain menyerahkan barang.> Selain itu, para pihak memiliki
hak untuk memperoleh hak milik atas benda objek perjanjian. Apabila
terjadi wanprestasi, maka pihak yang wanprestasi wajib untuk mengganti
sesuai dalam perjanjian.

Pada tanggal 5 Februari 2014 atau setidak-tidaknya dalam waktu
tahun 2014 telah terjadi perjanjian tukar guling tanah secara lisan antara

NY. ENDANG HARYATI dan NY . WIWIN BONA TY yang mana

3 Renny N.S. Koloay, “DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DALAM TUKAR
GULING BARANG MILIK NEGARA,” Jurnal Ilmu Hukum Vol 3:9 (2016), hlm. 39.

41 Made Adi Wiranegara, “Tukar Menukar Hak Atas Tanah Antar Wilayah Oleh Pejabat
Pembuat Aka Tanah,” Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 2:9 (2018), hlm. 228.

5 C.S.T. Kansil, Pengantar [lmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 1989), hlm. 251.



menukarkan tanah dan bangunan yang berada Desa Caturtunggal, Depok,
Sleman seluas 124 m? dengan SHM nomor 13699 dengan tanah dan
bangunan yang berada Desa Sidoarum, Godean, Sleman dengan luas tanah
176 m? dengan SHM nomor 04027.

Salah satu pihak yakni Tergugat enggan untuk melaksanakan balik
nama atas surat tanah tersebut dengan dalih bahwa pihak yang lain belum
membayarkan selisih harga dan tidak menunjukan sertifikat tanah yang
dijadikan objek perjanjian. Akibat dari adanya wanprestasi atas perjanjian
tukar guling tanah tersebut telah timbul sengketa dengan nomor perkara
241/Pdt.G/2016/PN.Smn.

Terdapat hal yang menarik untuk dikaji dalam putusan tersebut.
Pertama, majelis hakim melakukan penolakan terhadap keberatan tergugat
yang menyatakan bahwa telah terjadi penipuan/kekhilafan atas perjanjian
tukar guling yang dilakukan oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa
objek tanah perjanjian tersebut masih dalam jaminan/penguasaan bank.
Kedua, majelis hakim dalam putusan tersebut telah mampu menguraikan
dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat secara merinci dengan
membagi kedalam tiga pertanyaan yang terhadap setiap pertanyaan tersebut
diberikan pertimbangan oleh majelis hakim dengan medasarkan pada
penalaran hukum yang kuat. Ketiga, para pihak telah mendapatkan
kesempatan yang sama untuk menjelaskan argumentasi terkait kasus terkait
dan majelis hakim telah mempertimbangkan semua bukti yang relevan,

serta melakukan penerapan dan penemuan hukum. Oleh karena itu, adanya



hubungan para pihak dalam perjanjian secara lisan dan terhadap
pelaksanaannya baik tergugat maupun penggugat menurut pertimbangan
majelis hakim telah melakukan perbuatan Ingkar janji (Wanprestasi).
Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, penulis
melanjutkan penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul:
“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN TUKAR GULING TANAH
PERORANGAN SECARA LISAN DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN (Studi Putusan Nomor 241/PDT.G/2016/PN.Smn)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, penulis merumuskan
masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara
Nomor 241/Pdt.G/2016/PN.Smn sudah sesuai dengan keadilan?

2. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian tukar menukar tanah yang
dilakukan secara lisan?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah
disebutkan, dapat disimpulkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:
a. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi putusan Nomor
241/Pdt.G/2016/PN.Smn telah mencerminkan prinsip keadilan.
b. Untuk mengetahui, menganalisa, dan menemukan kekuatan hukum
perjanjian tukar menukar tanah yang dilakukan secara lisan.

2. Manfaat Penelitian



a. Manfaat Teoritis
1) Adanya khasanah gagasan ilmiah baru nantinya yang berkaitan
dengan perjanjian tukar guling tanah secara lisan;
2) Penelitian ini menjadi bahan masukan bagi para ilmuwan atau
pemerhati masalah tukar guling tanah, utamanya berkaitan
dengan perjanjian secara lisan.

b. Manfaat Praktis

1) Masyarakat tahu akan kekuatan perjanjian secara lisan dalam
pembuktian di pengadilan dan dapat lebih berhati-hati dalam
melakukan perjanjian terutama berkaitan dengan tukar guling
tanah;

2) Sarana pembangunan bagi pemerintah khususnya para yang
mulia hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan

perjanjian secara lisan.

D. Telaah Pustaka
Kajian yang bertujuan mengetahui orisinalitas penelitian penulis
dengan penelitian lain terkait Tukar Guling Tanah sehingga terdapat
perbedaan. Beberapa karya penelitian yang setopik dengan penelitian ini.
Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ruislag Pengadaan
Tanah Milik Negara Untuk Badan (Studi Kasus Tukar Guling Tanah Milik
Pemerintah Kota Banda Aceh dengan PT. Aceh Media Grafika)” ditulis

oleh Dara Nazila. Tukar guling tanah para pihak telah sesuai dengan



peraturan, tetapi muncul masalah baru terkait status tanah yang
disengketakan, dan penyelesaian sengketa diharapkan dapat dilakukan
melalui musyawarah, meskipun belum ada keputusan karena kedua pihak
merasa dirugikan.® Perbedaan paling mendasar pada objek penelitian,
dimana penulis lebih menitikberatkan pada perjanjian tukar guling tanah
sementara Dara Nazila meneliti mengenai penyelesaian sengketa ruislag.
Selain itu, pada sub-kajian skripsi Dara Nazila membahas kepastian hukum
atas tanah dan sengketa tanah sementara penulis membahas pertimbangan
hukum hakim sudah sesuai apa belum.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Tukar-Menukar
(barter) Tanah Belum Bersertifikat (Studi Kasus di Desa Pesayangan,
Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal)” ditulis oleh Muhammad Maulana
Zidqi. Hasil penelitian yang diperoleh in adalah mengetahui bagaimana
pelaksanaan tukar menukar di Desa Pesayangan dengan mengharuskan
tanah yang belum bersertfikat dilakukan terlebih dahulu pendaftaran di
BPN. Setelah itu, proses tukar menukar di depan PPAT untuk dapat dibuat
suatu bukti Akta Tukar Menukar tanah, yang menjadikan tukar menukar
tanah ini memiliki keabsahan di dalam pengadilan.” Perbedaan paling
mendasar terdapat pada keabsahan perjanjian yang dilakukan, dimana

penulis perjanjian yang dilakukan secara lisan sementara Muhammad

® Dara Nazila, “Penyelesaian Sengketa Ruislag Pengadaan Tanah Milik Negara Untuk
Badan (Studi Kasus Tukar Guling Tanah Milik Pemerintah Kota Banda Ace Dengan PT. Aceh
Media Grafika)”, Skripsi Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

7 Muhammad Maulana Zidqi, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Tukar-Menukar (Barter)
Tanah Belum Bersertifikat (Studi Kasus Di Desa Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten
Tegal)”, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung (2022).



Maulana Zidqi secara tertulis dan tanah belum bersertifikat. Selain itu, pada
sub kajian Muhammad Maulana Zidqi membahas masalah yang timbul dan
penyelesaian dari perjanjian tukar menukar tanah yang belum bersertifikat
sementara penulis membahas mengenai keabsahan perjanjian tukar guling
tanah secara lisan.
Tesis yang berjudul “Keabsahan Tukar Menukar Dengan Objek Hak
Atas Tanah Secara Lisan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor
211/Pdt.G/2018/PN.DPK)” ditulis oleh Steven Wongso. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pertukaran hak atas tanah dianggap sah jika perjanjian
memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata dan syarat pemindahan hak, maka
perjanjian pada putusan pengadilan tersebut tidak sah karena tidak
memenuhi prinsip tunai, jelas, dan riil. Perbedaan paling mendasar terdapat
pada fokus penelitian dimana Steven Wongso lebih fokus pada sahnya suatu
perbuatan hukum pemindahan hak sementara penulis fokus pada keabsahan
perjanjian yang dilakukan secara lisan.® Selain itu, pada sub kajian Steven
Wongso membahas analisis terhadap keabsahan tukar menukar secara lisan
sementara penulis membahas petimbangan hakim dalam memutus perkara.
E. Kerangka Teori
1. Teori Perlindungan Hukum
Teori ini menekankan keterkaitan antara hukum dan moral sehingga

hukum berfungsi untuk melindungi serta memastikan hak tiap individu.’

8 Steven Wongso, “Keabsahan Tukar Menukar Dengan Objek Hak Atas Tanah Secara
Lisan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 211/Pdt.G/2018/PN.DPK)”, Tesis
Universitas Indonesia (2020).

® Satjipto Rahardjo, //mu Hukum (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014), him. 54.



Perlindungan ini berbentuk preventif yang bertujuan mencegah pelanggaran

melalui aturan hukum dan represif yang memberikan sanksi setelah

pelanggaran atau sengketa terjadi.!® Teori ini dalam penelitian digunakan

sebagai sarana analisis untuk menilai para pihak telah mendapatkan

perlindungan hukum atau belum dari segi preventif maupun represif.

2. Teori Perjanjian

KUHPerdata dalam buku ketiga mengatur berkaitan dengan

perikatan. Perjanjian merupakan salah satu bentuk perikatan orang
perorangan atau lebih terhadap lainnya.!! Subekti berpendapat bahwa
perjanjian dapat berbentuk lisan maupun tulisan.!? Suatu perjanjian
sebelum terbentuk perlu memperhatikan kesepakatan, kecakapan hukum,
objek perjanjian, dan kausa halal sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Teori
ini dalam penelitian digunakan sebagai sarana analisis untuk menilai
perjanjian yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi ketentuan yang
berlaku dalam hukum perjanjian, seperti halnya syarat sah suatu
perjanjian dan asas-asas perjanjian.

3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, suatu entitas abstrak yang menurut
filusuf hukum alam sebagai “the search for justive” sehingga menjadi

mahkota hukum.!? Para filusuf memiliki pandangan tersendiri terhadap

10 Muchsin, “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia”, Tesis
Universitas Sebelas Maret (2003), hlm. 20.

1 Salim.H.S., Hukum Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 25.

12 Nur Syarifah and Reghi Perdana, Modul Hubungan Perikatan, Perjanjian, Dan
Kontrak (Jakarta: Universitas Terbuka, 2015), him. 4.

13 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis (Bandung: Nuansa dan
Nusamedia, 2004), hlm. 24.



keadilan menyangkut hak dan kewajiban. Aristoteles mengembangkan
konsep keadilan dalam buku yang berjudul nicomachean ethics. Selain
itu, ada filusuf John Rawl yang sama menggagas keadilan dalam buku a
theory of justice. Keadilan ini menjadi nilai dasar yang harus terwujud
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

a. Menurut Aristoteles
Aristoles menerangkan dalam bukunya nicomachean ethics, adil
atau tidak adil harus memperhatikan tiga hal. Pertama, apa
pertimbangan dalam melakukan suatu hal. Kedua, adil itu artinya apa,
dan terakhir jalan tengah diantara suatu yang ekstrim.!* Keadilan ini
dipandang sebagai pemberian hak tapi bukan penyamarataan sehingga
dalam konteks filsafat hukum, keadilan dapat diterapkan hanya karena

hukum. '’

Aristoteles menekankan bahwa ketaatan pada hukum
merupakan keadilan sehingga membagi keadilan menjai dua, yakni
keadilan korektif/komutatif dan keailan distributif.'®

Keadilan komutatif menurut Aristoteles adalah penentuan hak
secara adil antara individu-individu yang setara, baik dalam konteks
individu fisik maupun entitas non-fisik. Objek dari keadilan komutatif
mencakup hak milik seseorang yang sejak awal menjadi miliknya dan

harus tetap dihormati dalam proses tersebut. Hak ini mencakup

berbagai bentuk, mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan

14 Aristoteles, Nicomachean Ethics, Trans. W. D. Ross (Kitchener : Batoche Books,
1999), him. 71.

15L. J. Van Apeldoorn, Pengantar llmu Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm.
11-12.

16 Dominikus Rato, Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum
(Surabaya: Laksbang Justitia, 2010), hlm. 64-65.
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interpersonal, hingga kualitas dalam aspek keluarga maupun ekonomi.
Termasuk di dalamnya hasil kerja fisik maupun intelektual, serta hak
atas sesuatu yang awalnya belum dimiliki tetapi kemudian diperoleh
secara sah. Semua ini menciptakan kewajiban bagi pihak lain untuk
menghormati hak tersebut, termasuk memberikan kompensasi atau
ganti rugi jika hak tersebut dirugikan, dirusak, atau dibuat tidak dapat
berfungsi sebagaimana mestinya.!”

Keadilan distributif berfokus pada pembagian kekayaan,
penghargaan, dan sumber daya lain yang tersedia dalam masyarakat
secara adil. Penekanan distribusi ini berdasarkan perhitungan
matematis dan nilai-nilai yang diakui di dalam masyarakat sehingga
mencerminkan manfaat barang atau sumber daya tersebut bagi
komunitas. Keadilan distributif umumnya mengatur hubungan antara
negara dan warga negara, khususnya dalam hal pemberian hak-hak
yang menjadi kewajiban negara untuk dipenuhi agar tercipta kondisi
mendekati keadilan sosial, di mana hak-hak individu terpenuhi tanpa
menimbulkan ketimpangan atau merugikan kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan,!'®

Menurut Aristoteles, kehidupan bernegara harus diarahkan pada
kebaikan melalui keadilan dan kebenaran berdasar prinsip

keseimbangan atau proporsi. Penekanan Aristoteles terhadap

17 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum..., hlm. 25.
'8 Ibid, him. 25
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keseimbangan dalam teori keadilannya terlihat dari gagasannya bahwa
kesetaraan hak harus diberikan kepada mereka yang berada dalam
kondisi setara. Hal ini berarti bahwa, meskipun keadilan sering kali
diidentikkan dengan kesetaraan hak, ada kalanya keadilan justru
mengharuskan perbedaan dalam pemberian hak.!”
b. Menurut John Rawl

John Rawls dalam bukunya a theory of justice mendefinisikan
keadilan sebagai kebajikan pertama dari institusi sosial, layaknya
kebeneran dalam sistem berpikir.?® Selain itu, John Rawls membagi
prinsip keadilan menjadi dua bagian utama. Prinsip pertama
menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas
kebebasan dasar yang seluas-luasnya, dengan syarat kebebasan tersebut
tidak mengurangi hak kebebasan orang lain. Prinsip kedua berkaitan
dengan pengaturan kesenjangan sosial dan ekonomi, yang harus diatur
sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi individu-
individu yang berada pada posisi paling tidak menguntungkan dalam
masyarakat (difference principle). Selain itu, prinsip ini memastikan
bahwa semua posisi dan jabatan tersedia secara terbuka untuk semua
orang dengan kesempatan yang setara dalam meraihnya.?!

Teori ini dalam penelitian digunakan sebagai sarana analisis untuk

menilai para pihak telah mendapatkan suatu keadilan atau belum serta

19 J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. 82.

20 Jhon Rawls, A4 Theory Of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1971), him. 3.

2! John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, ed. Erin Kelly (Cambridge: Harvard
University Press, 2001), hm. 10-11.
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menilai majelis hakim dalam memutus perkara sudah mencapai suatu
keadilan. Penelitian ini menekankan pada teori keadilan yang
dipelopori oleh Aristoteles utamanya keadilan komutatif.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian hukum adalah upaya pengolahan data
berdasarkan pendekatan ilmiah yang mendalam, guna menemukan solusi
untuk permasalahan hukum tersebut. Penggunaan metode penelitian ini
akan menghasilkan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya.??
1. Jenis Penelitian
Penelitian yuridis normatif berawal dari adanya permasalahan
hukum terhadap kaidah atau asas hukum yang menjadi pedoman
berperilaku sehingga mendapatkan jawaban terhadap permasalahan
hukum.?* Penelitian ini mengolah data sekunder dari berbagai bahan hukum
seperti teori, konsep, dan peraturan hukum yang dapat menunjang pokok
bahasan.?*
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga menjelaskan suatu gejala

atau fakta pada realitnya (das sein) yang nantinya dianalisis dengan cara

22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Ke-17. (Jakarta: Prenanda Media,
2022), him. 181.

23 Farida, Nur dkk. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Antigen
Bekas Pada Alat Tes Covid-19. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 2022, 11.1, DOI:
https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2690.

24 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020),
hlm. 126.
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mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis fakta-
fakta yang ada guna mencari makna yang ideal (das solen). Penulis dalam
penelitian ini mendeskripsikan tentang putusan perjanjian tukar guling
tanah perseorangan secara lisan yang dikaitkan dengan hukum perjanjian
dan hukum agraria.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan statute approach atau lebih dikenal dengan Yuridis
Normatif yaitu suatu pendekatan dengan cara melakukan pengkajian
terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang—undangan yang
berlaku.? Pendekatan ini dipilih untuk melihat sejauh mana kekuatan dan
pelaksanaan perjanjian tukar guling tanah secara lisan dan apa yang menjadi
pertimbangan hakim dalam menyelesaikan tukar guling tanah milik
perseorangan.
4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

4) Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

25 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2003), him. 67.
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5) Putusan Nomor 241/Pdt.G/2016/PN.Smn
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah materi yang memiliki
keterkaitan erat dengan bahan hukum primer dan berperan dalam
menjelaskan, menganalisis, serta membantu pemahaman
terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini
mencakup putusan pengadilan, undang-undang, hasil penelitian,
dan karya ilmiah yang disusun oleh pakar hukum. Dalam
penelitian ini, sumber bahan hukum sekunder yang digunakan
meliputi buku hukum, artikel jurnal, skripsi hukum, serta
pandangan dari ahli yang relevan dengan topik penelitian yang
sedang dibahas.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berperan
melengkapi informasi dari bahan hukum primer dan sekunder.
Sumber ini meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum
yang memberikan penjelasan tambahan serta konteks yang lebih
luas terkait konsep-konsep hukum yang dibahas.
5. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Penulis mengumpulkan bahan hukum sekunder seperti putusan
pengadilan yang relevan serta pendapat ahli yang diperoleh melalui
berbagai tulisan formal maupun dokumen resmi. Sumber-sumber ini

digunakan sebagai dasar teoritis dan alat analisis dalam penelitian ini.
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Selanjutnya, penulis menganalisis data yang terkumpul menggunakan
metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Proses ini dilakukan
dengan menyaring data yang paling relevan dengan permasalahan yang
dibahas sehingga mampu memberikan jawaban yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
G. Sistematika Pembahasan
Skripsi ini penulis susun dengan menjabarkan masalah dalam lima
bab sehingga mempermudah pembaca memahami alur penulisan dengan
sistematika sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab ini membahas latar belakang masalah, alasan pemilihan topik,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, serta sistematika penulisan.
Selain itu, metode penelitian dijelaskan secara rinci mengenai objek dan
metode yang digunakan.
Bab II Tinjauan tentang Perjanjian dan Perjanjian Tukar Guliung
Serta Perjanjian Tukar Guling secara Lisan
Bab ini berisi mengenai teori-teori yang menjadi pisau analisis
rumusan masalah yang peneliti ajukan, yakni berkaitan dengan teori
perlindungan hukum, teori keadilan dan teori perjanjian, dan pengertian
tukar guling tanah.
Bab III Gambaran Umum Tukar Guling Tanah dalam Putusan

Nomor 241/Pdt.G.2016/PN.Smn
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Bab ini berisi kasus posisi tukar guling tanah dan pertimbangan
hukum hakim dalam memutus perkara nomor 241/Pdt.G/2016/PN.Smn.
mengenai alasan gugatan untuk membayar ganti rugi atas tukar guling tanah
perseorangan secara lisan yang terjadi di Pengadilan Negeri Sleman.

Bab IV Perjanjian Tukar Guling Tanah Secara Lisan dalam Putusan
Nomor 241/Pdt.G.2016/PN.Smn

Bab ini berisi analisis mengenai keabsahan perjanjian tukar guling
tanah perseorangan yang dilakukan secara lisan dalam perkara Nomor
241/Pdt.G/2016/PN.Smn. serta akibat hukum yang ditimbulkan dari
putusan pengadilan tersebut.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Putusan Majelis Hakim dalam perkara ~ Nomor
241/Pdt.G/2016/PN.Smn menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
prinsip keadilan komutatif. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya
hukuman bagi Penggugat untuk membayar selisih nilai tanah dan biaya
renovasi yang bertentangan dengan asas pacta sunt servanda.
Penambahan kewajiban di luar kesepakatan awal justru mengabaikan
keseimbangan hak dan kewajiban yang diatur dalam prinsip keadilan
komutatif. Selain itu, dari perspektif yuridis Pasal 1338 dan 1320 KUH
Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak
sebagai undang-undang. Perjanjian tukar guling tanah antara para
pihak, meskipun dibuat secara lisan tetap memberikan kepastian dan
perlindungan hukum bagi kedua belah pihak sehingga kedua belah
pihak harus menghormati dan melaksanakan kesepakatan awal. Oleh
karena itu, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip
keadilan yang adil dan setara bagi kedua pihak.

Perjanjian tukar guling secara lisan sah apabila memenuhi syarat
sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan
terpenuhinya syarat pemindahan hak atas tanah berdasarkan Hukum
Agraria yang terdiri dari syarat materil dan syarat formil. Akan tetapi,
berdasarkan yurisprudensi dan doktrin menyatakan bahwa pembuatan
akta tukar menukar yang merupakan syarat formil bukanlah keharusan
dalam hal tukar menukar dan tidak menmbuat perjanjian tersebut batal.
Selain itu, terkait peralihan hak atas tanah para pihak yang mana tidak
dapat dilakukan apabila tidak ada akta tukar menukar dari PPAT dapat
digantikan dengan adanya putusan pengadilan tersebut sebagaimana
diatur dalam Pasal 55 PP Nomor 24 Tahun 1997 karena putusan

pengadilan memiliki kekuatan yang sama dengan akta PPAT.
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B. Saran

1.

Hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara
seharusnya lebih komprehensif dan mempertimbangkan kepentingan-
kepentingan para pihak berdasarkan dalil di persidangan maupun alat

bukti yang diajukan agar terciptanya putusan yang berkeadilan.

. Pemerintah atau PPAT sebaiknya sering melakukan sosialisasi terkait

peralihan ha katas tanah terutama kepada masyarakat di daerah terpencil
yang minim akses informasi agar meminimalisir terjadinya ketidak

tahuan akan hukum dan mekanisme pendaftaran tanah.

. Bagi masyarakat terutama para pihak yang akan melakukan tukar

menukar/ tukar guling tanah seharusnya memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Para pihak ketika
melakukan tukar menukar/ tukar guling tanah sudah sesuai dengan
peraturan yang berlaku seperti adanya pembuatan akta tukar menukar
oleh PPAT scbagai pejabat yang berwenang mengakibatkan
penyelesaian yang mudah ketika mendapat suatu hal yang tidak

diinginkan.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perudang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman
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